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ABSTRACT 
The rapid advancement of financial technology (fintech) has fundamentally altered the operational 
landscape of Islamic banking institutions, particularly in Indonesia as the world's largest Muslim-
majority country. This study examines three principal dimensions: the forms of fintech-based product 
innovation in Islamic banking, the Sharia compliance frameworks governing such innovations, and the 
implementation challenges encountered by institutions. Employing a systematic library research 
methodology, this study synthesizes findings from reputable academic journals and books published 
within the last five years. The analysis reveals that Islamic banks have actively adopted various fintech 
modalities including mobile banking applications, peer-to-peer Sharia financing platforms, digital 
takaful, Sharia wealthtech, and Islamic digital payment systems while maintaining adherence to 
prohibitions against riba, gharar, and maysir. Nevertheless, digital infrastructure gaps, low financial 
literacy, regulatory ambiguity, and cybersecurity vulnerabilities remain persistent obstacles. This study 
contributes an integrative conceptual framework for accelerating responsible fintech adoption in Islamic 
banking. 
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Pendahuluan 
Transformasi industri keuangan global yang dipicu oleh kemajuan teknologi 

informasi telah melahirkan ekosistem baru yang dikenal dengan istilah financial 
technology atau fintech. Fenomena ini tidak hanya melanda perbankan konvensional, 
tetapi juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap institusi keuangan 
syariah, khususnya perbankan syariah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan 
populasi Muslim terbesar di dunia, perpaduan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan 
teknologi digital telah menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian akademis 
yang mendalam dan komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Urgensi kajian ini 
semakin relevan mengingat pesatnya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar 
(smartphone) di kalangan masyarakat Indonesia yang telah menyentuh lebih dari 200 
juta pengguna aktif. 

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan 
pada prinsip-prinsip hukum Islam atau fiqh muamalah, yaitu larangan riba (bunga 
berlebih yang memberatkan), gharar (ketidakpastian yang merusak), dan maysir 
(spekulasi yang tidak produktif). Produk-produk yang ditawarkan dirancang 
menggunakan akad-akad fiqih autentik seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik 
modal dan pengelola), musyarakah (kemitraan proporsional), murabahah (jual beli 
dengan margin yang disepakati), ijarah (sewa-menyewa berbasis manfaat), dan wadiah 
(titipan yang dipercaya). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, industri ini tumbuh secara konsisten dengan aset yang 
bertambah dari tahun ke tahun, meski demikian pangsa pasarnya di Indonesia masih 
berada di bawah sepuluh persen dari keseluruhan aset perbankan nasional (Karim, 
2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang pertumbuhan yang sangat luas, dan 
fintech dipandang sebagai katalis yang mampu mengakselerasi ekspansi tersebut. 

Kehadiran fintech membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi 
perbankan syariah untuk memperluas jangkauannya secara masif, terutama dalam 
melayani segmen masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan 
formal, yang dikenal dengan istilah unbanked population. Bank Indonesia (2023) 
mencatat bahwa lebih dari separuh penduduk dewasa Indonesia masih belum memiliki 
akses ke layanan keuangan formal yang memadai, dan sebagian besar dari kelompok ini 
berada di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil yang secara geografis sulit 
dijangkau oleh jaringan kantor bank konvensional. Kondisi ini sekaligus menjadi 
peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah untuk menghadirkan produk-
produk inovatif berbasis teknologi yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah 
(Hidayat & Firmansyah, 2022). 

Inovasi produk berbasis fintech dalam perbankan syariah mencakup spektrum 
yang sangat luas, mulai dari pengembangan aplikasi mobile banking yang dilengkapi 
dengan fitur-fitur khas syariah, hingga pemanfaatan teknologi blockchain untuk 
pelaksanaan akad secara digital yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Platform 
peer-to-peer (P2P) financing berbasis syariah juga telah mulai bermunculan sebagai 
instrumen pembiayaan alternatif yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima 
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dana secara langsung tanpa intermediasi perbankan konvensional. Selain itu, dompet 
digital (e-wallet) yang terintegrasi dengan rekening syariah menjadi salah satu inovasi 
yang paling banyak diadopsi oleh kalangan masyarakat urban di kota-kota besar (Mujib 
& Santoso, 2022). Perkembangan ini secara nyata mengubah cara masyarakat 
berinteraksi dengan layanan keuangan syariah, dari yang semula berbasis cabang 
menjadi berbasis genggaman. 

Namun demikian, proses adopsi fintech dalam ekosistem perbankan syariah tidak 
terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun regulatoris. Salah satu 
tantangan paling fundamental adalah ketidakjelasan kedudukan hukum kontrak digital 
dalam perspektif fikih Islam. Persoalan mengenai keabsahan akad yang dilaksanakan 
secara elektronik, tanpa adanya pertemuan fisik langsung antara dua pihak yang berakad 
sebagaimana dipersyaratkan dalam sebagian pandangan ulama klasik, masih menjadi 
diskursus yang hidup di kalangan cendekiawan fikih kontemporer (Nasution, 2023). Di 
samping itu, risiko keamanan siber (cybersecurity) dan perlindungan data pribadi 
nasabah menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan menyeluruh dari aspek 
teknis, regulatoris, dan etis sekaligus. 

Dari sudut pandang literatur akademis, kajian mengenai inovasi produk perbankan 
syariah berbasis fintech masih bersifat terfragmentasi dan belum ada yang benar-benar 
mengintegrasikan ketiga dimensi utama secara holistik. Sejumlah penelitian yang ada 
umumnya hanya memfokuskan diri pada satu aspek tertentu saja; misalnya, sebagian 
hanya mengkaji adopsi mobile banking syariah dari perspektif perilaku pengguna, 
sebagian lainnya membahas regulasi fintech syariah secara normatif-doktrinal semata, 
tanpa mempertemukan kedua dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang 
terpadu. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Lubis (2021), sebagai contoh, 
lebih menitikberatkan pada eksplorasi dimensi teknis pengembangan aplikasi perbankan 
syariah tanpa menyentuh persoalan kepatuhan syariah secara substansial. Sementara itu, 
kajian Rizqullah dan Wardana (2022) lebih terfokus pada kerangka regulasi semata, 
tanpa menyertakan telaah terhadap pengalaman empiris nasabah dan tantangan 
operasional yang dihadapi praktisi perbankan di lapangan. 

Research gap yang tampak sangat jelas dari penelusuran literatur tersebut adalah 
minimnya studi yang secara simultan mengintegrasikan tiga dimensi utama dalam satu 
bingkai penelitian yang kohesif, yaitu: pertama, pemetaan bentuk-bentuk inovasi produk 
fintech dalam perbankan syariah; kedua, analisis terhadap kerangka kepatuhan syariah 
yang mengatur inovasi tersebut; dan ketiga, identifikasi tantangan implementasi riil 
yang dihadapi oleh institusi perbankan syariah di Indonesia. Kekosongan akademis 
inilah yang menjadi justifikasi utama dilakukannya penelitian ini. 

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi celah penelitian tersebut melalui 
pendekatan studi pustaka sistematis yang mengkaji berbagai sumber akademis 
bereputasi dari perspektif yang terpadu dan menyeluruh. Tiga pertanyaan penelitian 
yang menjadi fokus kajian ini adalah: pertama, apa saja bentuk inovasi produk 
perbankan syariah yang berbasis fintech yang telah dikembangkan dan diadopsi hingga 
saat ini?; kedua, bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dan diawasi 
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dalam konteks inovasi produk berbasis teknologi tersebut?; dan ketiga, apa saja 
tantangan substantif yang dihadapi dalam proses implementasi fintech pada ekosistem 
perbankan syariah? 

Signifikansi penelitian ini melampaui kontribusi akademis semata, karena hasil 
telaahnya memiliki relevansi langsung bagi para praktisi perbankan syariah, regulator 
keuangan, pembuat kebijakan nasional, dan para ulama yang tengah berupaya 
memperkuat fondasi industri keuangan Islam di era digital. Dalam perspektif pemikiran 
Islam yang lebih luas, mengkaji hubungan antara teknologi dan nilai-nilai syariah pada 
hakikatnya merupakan bagian dari tradisi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dalam bidang 
muamalah kontemporer yang selalu relevan sepanjang zaman. 

 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 
pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitik. Menurut Sugiyono (2022), 
pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui 
interpretasi terhadap data yang bersifat naratif, kontekstual, dan non-numerik, sehingga 
sangat sesuai untuk mengkaji isu-isu normatif dan konseptual seperti inovasi produk 
perbankan syariah. Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data 
sekunder, yang meliputi buku-buku ilmiah terbitan lima tahun terakhir, artikel jurnal 
bereputasi terindeks Scopus dan Sinta, serta dokumen resmi dari lembaga otoritas 
keuangan dan fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap 
identifikasi, seleksi, dan telaah dokumen yang relevan dengan topik inovasi fintech 
perbankan syariah. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber yang 
mencocokkan konsistensi argumentasi antarLiteratur, sebagaimana direkomendasikan 
oleh Moleong (2021). Analisis data dilaksanakan melalui tiga tahap yang saling 
berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif 
dari keseluruhan literatur yang berhasil dihimpun (Raco, 2021). 

 
Hasil dan Pembahasan 
Peta Inovasi Produk Perbankan Syariah Berbasis Fintech 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan secara sistematis, penelitian ini 
berhasil mengidentifikasi lima kategori utama inovasi produk perbankan syariah 
berbasis fintech yang tengah berkembang di Indonesia. Kelima kategori tersebut ialah: 
layanan perbankan digital (digital banking syariah), pembiayaan berbasis platform 
(platform-based Islamic financing), asuransi syariah digital (Islamic insurtech), 
pengelolaan kekayaan syariah berbasis teknologi (Islamic wealthtech), dan pembayaran 
digital berbasis prinsip Islam (Islamic digital payment). Setiap kategori ini memiliki 
karakteristik teknis dan kerangka akad yang berbeda-beda, namun semuanya terikat 
pada prinsip-prinsip fundamental yang sama, yaitu bebas dari riba, transparan, dan 
berkeadilan. 

Inovasi pertama yang paling banyak diadopsi dan memiliki basis pengguna terluas 
adalah layanan perbankan digital berbasis aplikasi telepon pintar. Institusi seperti Bank 
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Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia telah mengembangkan aplikasi 
mobile banking yang tidak hanya menyediakan layanan transaksi standar seperti transfer 
dan pembayaran tagihan, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur khas syariah yang 
menjadi pembeda utama dari perbankan konvensional. Fitur-fitur tersebut antara lain 
meliputi kalkulator zakat dan infak, jadwal pembayaran angsuran berbasis akad 
murabahah yang transparan, panduan investasi reksadana syariah, dan layanan 
konsultasi produk syariah secara daring. Menurut Hidayat dan Firmansyah (2022), 
pengembangan digital banking syariah yang komprehensif dan berorientasi pengguna 
menjadi kunci strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam 
di kalangan generasi milenial dan generasi Z yang merupakan digital native dan sangat 
bergantung pada layanan berbasis aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Inovasi kedua yang memiliki dampak transformatif sangat besar adalah 
pembiayaan berbasis platform peer-to-peer (P2P) syariah. Platform ini berfungsi 
mempertemukan pemilik modal (shahibul maal) dengan pelaku usaha yang 
membutuhkan pembiayaan (mudharib) secara langsung melalui infrastruktur teknologi 
digital, dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah sebagai landasan 
transaksi yang diakui secara syariah. Rizqullah dan Wardana (2022) mencatat bahwa 
P2P financing syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi solusi 
pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini 
mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan konvensional karena tidak 
memiliki agunan yang memadai atau rekam jejak kredit yang cukup. Di Indonesia, 
beberapa platform P2P syariah yang telah mendapatkan izin operasional dari OJK 
antara lain Ammana, Alami Sharia, dan Duha Syariah, yang secara kumulatif telah 
berhasil menyalurkan pembiayaan kepada puluhan ribu UMKM Muslim di berbagai 
wilayah Indonesia. 

Inovasi ketiga adalah pengembangan asuransi syariah digital atau Islamic 
insurtech yang berbasis prinsip takaful. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan 
buatan (artificial intelligence), analisis data besar (big data analytics), dan pemrosesan 
klaim secara otomatis, perusahaan takaful digital mampu menawarkan produk asuransi 
yang jauh lebih terjangkau, transparan dalam struktur biaya dan manfaat, serta 
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mujib dan Santoso (2022) 
menggarisbawahi bahwa inovasi dalam insurtech syariah tidak hanya menyentuh 
dimensi distribusi produk secara digital, tetapi juga mentransformasi proses 
underwriting berbasis data dan manajemen klaim yang kini jauh lebih efisien berkat 
otomatisasi yang ditopang teknologi. Aspek transparansi dalam pengelolaan dana 
tabarru' (dana kebajikan peserta) juga semakin terjamin melalui pemanfaatan teknologi 
informasi yang canggih. 

Kategori keempat yang juga menunjukkan pertumbuhan pesat adalah Islamic 
wealthtech, yaitu platform investasi digital yang secara khusus menyediakan produk-
produk investasi yang telah memenuhi kriteria kepatuhan syariah. Produk-produk yang 
tersedia mencakup reksadana syariah, sukuk ritel digital berdenominasi kecil, emas 
digital bersertifikat syariah, dan obligasi syariah korporasi. Platform-platform seperti 
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Bibit versi syariah dan iPot Syariah telah berhasil mendemokratisasi investasi syariah di 
Indonesia dengan memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan nominal 
yang sangat terjangkau, bahkan dimulai dari Rp10.000 per transaksi. Hal ini merupakan 
terobosan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah industri keuangan syariah 
Indonesia (Karim, 2021). Dari perspektif fikih muamalah, transaksi investasi melalui 
platform digital ini perlu secara konsisten memenuhi rukun dan syarat akad yang valid, 
mencakup kapasitas hukum para pihak yang bertransaksi, kejelasan objek akad yang 
diperjanjikan, dan peniadaan unsur gharar dari skema investasi yang ditawarkan. 

Inovasi kelima adalah sistem pembayaran digital berbasis prinsip syariah. Dompet 
digital yang terintegrasi dengan rekening syariah, seperti fitur pembayaran yang tersedia 
dalam aplikasi BSI Mobile, layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 
yang diterapkan pada jaringan bank-bank syariah, serta berbagai platform pembayaran 
digital yang telah mendapatkan sertifikasi syariah, memungkinkan nasabah untuk 
melakukan transaksi sehari-hari dengan cara yang mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu 
keluar dari ekosistem keuangan syariah yang mereka percayai. Nasution (2023) 
menegaskan bahwa kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran digital menjadi 
salah satu faktor paling determinan dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah 
terhadap layanan perbankan syariah di era digital yang penuh persaingan ini. 
Prinsip Syariah sebagai Fondasi Inovasi Fintech Perbankan Islam 

Setiap inovasi produk perbankan syariah berbasis fintech, tanpa terkecuali, wajib 
berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
sebagai otoritas tertinggi dalam penentuan kehalalan produk keuangan di Indonesia. 
Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan landasan normatif utama 
yang menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri fintech syariah. Fatwa ini secara 
eksplisit dan tegas menetapkan bahwa seluruh transaksi keuangan digital yang 
mengklaim berbasis syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan hal-hal lain 
yang diharamkan dalam hukum Islam tanpa pengecualian (Syafi'i Antonio, 2022). 
Keberadaan fatwa ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh 
industri dan kepercayaan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Salah satu isu teologis yang paling banyak mendapat perhatian dalam konteks 
fintech syariah adalah persoalan keabsahan akad yang dilaksanakan secara elektronik 
tanpa adanya tatap muka fisik antara para pihak. Mayoritas ulama kontemporer yang 
tergabung dalam berbagai lembaga fikih internasional berpandangan bahwa akad 
elektronik adalah sah dan mengikat selama memenuhi semua rukun dan syarat akad 
dalam fikih Islam, yaitu terpenuhinya kapasitas hukum (ahliyyah) para pihak yang 
berakad, kejelasan dan kepastian objek akad, serta kesesuaian substansial antara ijab 
dan qabul yang dinyatakan secara elektronik. Harahap dan Lubis (2021) menguraikan 
bahwa penerapan prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak 
bertentangan dengan nash) yang merupakan salah satu instrumen metodologi ushul fikih 
mendukung diterimanya praktik transaksi digital dalam bingkai fikih muamalah 
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kontemporer, sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i dalam Al-
Qur'an dan Sunnah. 

Aspek transparansi dan keadilan substantif juga menjadi pilar yang tidak dapat 
dikompromikan dalam setiap inovasi produk fintech syariah. Teknologi blockchain 
yang sedang banyak dikaji penerapannya dalam ekosistem keuangan Islam menawarkan 
potensi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan akad 
dalam perbankan syariah, karena setiap transaksi yang dicatat dalam jaringan 
blockchain bersifat immutable (tidak dapat diubah sepihak) dan dapat diverifikasi secara 
independen oleh semua pihak yang berkepentingan. Hidayat dan Firmansyah (2022) 
secara argumentatif menjelaskan bahwa karakteristik blockchain yang terdesentralisasi 
dan transparan secara inheren selaras dengan substansi maqashid al-syariah dalam 
dimensi perlindungan harta (hifz al-mal) yang mengedepankan kejujuran, kejelasan, dan 
akuntabilitas dalam setiap transaksi muamalah. 
Tantangan Implementasi Fintech dalam Ekosistem Perbankan Syariah 

Meskipun potensi transformasinya sangat signifikan, implementasi fintech dalam 
perbankan syariah di Indonesia masih berhadapan dengan serangkaian tantangan yang 
kompleks dan bersifat multidimensional. Tantangan pertama dan paling mendasar 
adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah pedesaan dan 
wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan serius dalam hal akses internet 
berkualitas dan kepemilikan perangkat digital yang memadai. Mujib dan Santoso (2022) 
mencatat bahwa kesenjangan digital (digital divide) yang masih menganga lebar di 
Indonesia menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi secara parsial dalam 
jangka pendek tanpa adanya intervensi kebijakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan 
berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Tantangan kedua yang tidak kalah seriusnya adalah masih rendahnya tingkat 
literasi keuangan syariah dan literasi digital di kalangan sebagian besar nasabah 
perbankan syariah, khususnya pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan 
kelompok lanjut usia. Data survei yang dipublikasikan oleh OJK pada tahun 2023 
menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih bertengger 
pada angka yang cukup memprihatinkan, yakni sekitar 9,1 persen dari total penduduk 
dewasa. Kondisi ini menjadi tantangan nyata sekaligus hambatan psikologis bagi 
perbankan syariah dalam upayanya mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk 
fintech syariah yang sering dianggap rumit, tidak familiar, dan sulit dipahami 
dibandingkan produk keuangan konvensional (Nasution, 2023). Program literasi 
keuangan yang berkelanjutan dan menjangkau lapisan masyarakat terbawah menjadi 
kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. 

Tantangan ketiga berkaitan dengan aspek regulasi dan tata kelola industri. 
Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait fintech syariah dalam 
beberapa tahun terakhir, masih terdapat celah regulasi (regulatory gap) yang perlu 
segera diisi, khususnya mengenai mekanisme pengawasan lintas batas terhadap platform 
fintech syariah yang beroperasi secara lintas negara (cross-border), serta ketentuan 
mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital syariah yang masih 
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memerlukan elaborasi lebih lanjut. Rizqullah dan Wardana (2022) menekankan 
mendesaknya harmonisasi regulasi antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI dalam 
menciptakan ekosistem regulasi fintech syariah yang kohesif, kondusif, dan mampu 
mengakomodasi dinamika inovasi yang terus berkembang tanpa mengorbankan 
kepatuhan syariah. 

Tantangan keempat adalah dimensi keamanan siber dan perlindungan data pribadi 
nasabah. Karim (2021) mengingatkan secara tegas bahwa setiap implementasi teknologi 
digital dalam perbankan membawa serta risiko keamanan yang tidak dapat diabaikan, 
mencakup potensi kebocoran data sensitif nasabah, penipuan digital (phishing dan 
social engineering), serangan siber terhadap infrastruktur sistem, dan berbagai bentuk 
kejahatan siber lainnya yang terus berevolusi. Penguatan kapasitas keamanan siber 
bukan semata persoalan teknis yang dapat diselesaikan oleh divisi teknologi informasi, 
tetapi juga merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab syariah yang melekat pada 
setiap institusi keuangan Islam untuk menjaga dan melindungi amanah yang dititipkan 
oleh para nasabahnya. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan sintesis dari temuan studi pustaka ini menegaskan bahwa inovasi 
produk perbankan syariah berbasis fintech bukanlah sekadar tren teknologi yang bersifat 
sementara, melainkan sebuah keniscayaan evolusioner yang harus direspons secara 
cerdas, bijaksana, dan berprinsip oleh seluruh pemangku kepentingan ekosistem 
keuangan Islam. Dengan memadukan kekuatan nilai-nilai syariah yang bersifat abadi 
dan universal dengan dinamisme teknologi digital yang terus berakselerasi, perbankan 
syariah memiliki potensi yang belum sepenuhnya tergali untuk menjadi pemimpin 
transformasi keuangan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia maupun di dunia 
Muslim secara keseluruhan. 
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